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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 44-C/Kep,/2007
TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK ATAS
NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MENANDATANGANI SURAT/SURAT
KEPUTUSAN DAN AUTENTIKASI SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DAN PEMBATALAN

NIP, KARPEG, KARIS, DAN KARSU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi Pejabat Eselon Il khususnya dalam unit kerja
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun berdasarkan
Keputusan Kepala BKN Nomor 21/KEP/2007 tanggal 20 Pebruari 2007, maka
dipandang perfu mengatur kembali pemberian kuasa kepada para pejabat
Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Surat Keputusan dan
Autentikasi Surat Keputusan Penetapan dan Pembatalan NIP, Karpeg, Karis
dan Karsu;

Mengingat 4

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi
dan Tugas Eselon | Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 52
Tahun 2005;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

8. Keputusan Presiden Nomor 128/M Tahun 2005 tanggal 27 Juli® 2005
tentang Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/KEP/2002
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003
tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang
Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 2 Tahun 2007:

MEMUTUSKAN :

Memberi kuasa kepada Pejabat yang namanya tersebut pada lajur 2 dengan
spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing sebagaimana tersebut
pada lajur 5 dan 6 Lampiran Keputusan ini, untuk atas nama Kepala Badan
Kepegawaian Negara menandatangani Surat/Surat Keputusan Penetapan/
Pembatalan NIP, Karpeg, Karis dan Karsu PNS.

Kewenangan sebagaimana tersebut dalam diktum pertama berakhir apabila
pejabat yang bersangkutan Pensiun, diberhentikan karena sebab lain, atau
dimutasikan pada unit lain.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan
dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk
diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal , 30 April 2007

KEPALA
PEGAWAIAN NEGARA,
”ﬁn w\‘“

N M/
/PRAPTO /f-zAD/l

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

Para Menteri Negara Koordinator:

Para Menteri Negara;

Para Menteri yang memimpin Departemen;

Jaksa Agung Republik Indonesia;

Panglima Tentara Nasional Indonesia;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;

Para Gubernur;

10 Para Bupati/Walikota;

11.Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen
Keuangan;

12.Pekas TNi dan POLRI;

13.Para Kepala Biro Keuangan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;

14.Para Kepala Biro Kepegawaian Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;

15. Para Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi;

16. Para Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi;

17.Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

18.Para Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;

19.Para Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota:

20.Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
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